
SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahira berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991
tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT.
Pembangunan Jaya Ancol telah ditetarkan nilai saham
penyertaan modal daerah adalah 80% (delapan puluh persen)
dari harta kekayaan bersih Badan Pelaksana Pembangunan
Proyek Ancol sebesar Rp. 17.241.759.835,00 (Tujuh belas
miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima
puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
dalam bentuk 4 (empat) bidang tanah ;

b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana
jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam
pengembangan bidang rekreasi dan pengembangan lahan
membutuhkan tambahan modal, sehingga Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan
Terbatas PT. Pembangunan Jaya Aneol;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
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3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Leuibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peratllran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan
Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada
Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya
Aneol (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 1992 Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan KeuEtngan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tabun 2007 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSr DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :


